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a.

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Pemerintah
Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;

bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu sarana
kesehatan memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan -derajat kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut
untuk selalu memberikan pelayanan yang bermutu
sesuai dengan standar yang ditetapkan serta dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Umum serta Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 129/Menkes/SK/I[/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu
ditindaklanjuti  dengan  disusunnya  Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Rubini Mempawah yang akan menerapkan
Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Mempawah tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini
Mempawah
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan
Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelolaan, Dewan
Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk

Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;



19. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 741 /MENKES/PER/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

22. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 159b/Menkes/SK/Per/11/1988 tentang
Rumah Sakit;

23. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 228 /Menkes/SK/I11/2002 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

24. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
RUBINI MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah ngter Rubini
Mempawah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD
dr. Rubini Mempawah.
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Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Rubini Mempawah.

SPI adalah Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Rubini Mempawah.

Rencana Bisnis Angaran yang selanjunya disingkat RBA adalah
Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satker Badan
Layanan Umum.

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD
dr. Rubini Mempawah kepada masyarakat yang meliputi pelayanan
medik, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan
keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, pengabdian
masyarakat dan pelayanan administrasi.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjunya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur
layanan minimal yang diberikan oleh RSUD dr. Rubini Mempawah
kepada masyarakat.

Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh
RSUD dr. Rubini Mempawah kepada masyarakat.

Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada
tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang dapat
menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat
kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai
dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian
terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas,
efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan

pelayanan, kompetensi dan hubungan antar manusia berdasarkan
standar WHO,

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM

tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat
pelayanan.

Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan atau ukuran
pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk
menjelaskan pengertian dari indikator,

Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data
dari sumber data untuk tiap indikator,
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Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap
indikator kinerja yang dikumpulkan.

Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam
rumus indikator kinerja.

Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam
rumus indikator kinerja.

Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan
untuk bisa dicapai.

Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang

dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan
persoalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi

RSUD dr. Rubini Mempawah dalam melaksanakan perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatan dan
menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI),
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 3

RSUD dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan,
peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, penelitan dan pengembangan serta
pengabdian masyarakat,

Semua jenis pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah harus mematuhi
Standar Pelayanan Minimal

Jenis pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah meliputi :
Pelayanan Gawat Darurat;

Pelayanan Rawat Jalan;

Pelayanan Rawat Inap;

Pelayanan Pasien Miskin

Pelayanan Kamar Operasi/Bedah Sentral;
Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
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7. Pelayanan Intensif;

8. Pelayanan Radiologi;

9. Pelayanan Laboratorium;

10. Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
11. Pelayanan Farmasi;

12. Pelayanan Rekam Medik

13. Pelayanan Gizi;

14. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

15. Pelayanan Transfusi Darah;

16. Pelayanan Rehabilitasi Medik;

17. Pelayanan Pengolahan Limbah/Sanitasi;
18. Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah;
19. Pelayanan Pemulasan Jenazah;

20. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
21. Pelayanan Loundry.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4
Jenis pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Uraian, Rencana Pencapaian
SPM, Hambatan Pencapaian SPM, Program Pencapaian SPM, Rencana
Strategis dan Penganggaran SPM, Monitoring, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaksanaan SPM, serta Pengukuran Capaian Kinerja dan
Evaluasi Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN SPM

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

(1) Direktur RSUD bertanggung jawab menyusun perencanaan
pencapaian SPM.

(2) Dalam menyusun perencanaan pencapaian SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD melibatkan pejabat
struktural dan fungsional.

(3) Perencanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini,

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6

(1) Direktur atau Pimpinan RSUD dr. Rubini Mempawah bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai
Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
ini.
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Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 7

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah wajib menyampaikan laporan
hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM kepada Bupati.

Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menyampaikan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM
kepada Gubernur.

Pengukuran pencapaian SPM dan Evaluasi Pelaksanaan SPM

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Bupati melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan atas

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai
dengan SPM.

Penyelenggaraan monitoring, pembinaan, dan pengawasan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

f
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